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Election of municipal head has been stipulated in the legislation, but many still cause 
problems in practice. Muncipal Head Election is always loaded with engineering and supra-
municipal government control through the requirements formulated politically and 
administratively. Election of Municipal Head has always been marked by intimidation against 
the people, the manipulation of the results, and strictly controlled by the state. Therefore, it 
should be made a legal system municipal head election which is expected to minimize the 
negative practices in the field. 
This study aims to examine the legal arrangements municipal head election is based on 
legislation, and towards setting up Municipal election law ahead. This research is a normative 
law, with the approach of law, history, and conceptual. 
Based on the findings that the municipal head election setting has undergone several 
developments settings from time to time. The development is closely related to the political 
direction of the laws governing local government itself, because the position of the municipal is 
still under the rule of the region. At the beginning of independence out of Law No. 14 of 1946 
does not specifically regulate the model of the Municipal head elections, but set the selector 
based on citizenship status. However, with the release of Law No. 22 Year 1948 has made 
progress in setting up the municipal head elections. Law No. 22 Year 1948 has set the election 
mechanism, namely through appointment. Up until the release of Law No. 32 Year 2004, setting 
the municipal head elections are still under the rule of the region, because the position of the 
municipal itself is under the regional administration. Now, the municipal has had its own rules, 
namely through Law No. 6 Year 2014 on Municipals, including setting the municipal head 
elections. 
Setting the next municipal elections should pay attention to the educational requirements of 
the municipal head of at least high school or its equivalent, the municipal act and implementing 
regulations shall regulate the obligation of the establishment of the order to set the stages 
municipal head election; the absence of rules that detail when there are candidates who are not 
satisfied with the results of election of the municipal, and there is no special institution to handle 
conflicts Municipal Head Election, so that in Law No. 6 Year 2014 should be set regarding the 
settlement of disputes municipal head election and specialized agencies which handle the 
dispute. 


















Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih 
banyak menimbulkan permasalahan dalam praktiknya. Pemilihan Kepala Desa selalu sarat 
dengan rekayasa dan kontrol pemerintah supra-Desa melalui persyaratan yang dirumuskan secara 
politis dan administratif. Pemilihan Kepala Desa selalu diwarnai dengan intimidasi terhadap 
rakyat, manipulasi terhadap hasil, dan dikendalikan secara ketat oleh negara. Oleh karena itu, 
perlu dibuat sebuah sistem hukum Pemilihan Kepala Desa yang diharapkan bisa meminimalisir 
praktek-praktek negatif di lapangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum Pemilihan Kepala Desa 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan arah pengaturan hukum pemilihan kepala desa 
ke depan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-
undangan, sejarah, dan konseptual.  
Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan Pemilihan Kepala Desa telah mengalami 
beberapa perkembangan pengaturan dari masa ke masa. Perkembangan tersebut erat kaitannya 
dengan arah politik hukum pengaturan pemerintahan daerah itu sendiri, karena kedudukan Desa 
masih berada di bawah pemerintahan daerah. Pada awal kemerdekaan keluar Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1946 yang tidak mengatur secara spesifik mengenai model Pemilihan Kepala 
Desa, tetapi mengatur pemilih berdasarkan status kewarganegaraan. Namun, dengan keluarnya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 telah mengalami kemajuan pada pengaturan Pemilihan 
Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 telah mengatur mekanisme pemilihan, 
yaitu melalui pengangkatan. Hingga sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004, pengaturan Pemilihan Kepala Desa masih di bawah pemerintahan daerah, karena 
kedudukan desa sendiri berada di bawah pemerintahan daerah. Sekarang, desa telah memiliki 
peraturannya sendiri, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, 
termasuk pengaturan Pemilihan Kepala Desanya. 
Pengaturan pemilihan kepala desa ke depan seharusnya memperhatikan persyaratan 
pendidikan kepala desa minimal sekolah lanjutan atas atau yang sederajat, UU Desa dan 
peraturan pelaksananya harus mengatur mengenai kewajiban pembentukan tata tertib untuk 
mengatur tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa; belum adanya aturan yang rinci ketika ada 
kandidat yang tidak puas dengan hasil Pemilihan Kepala Desa, dan belum adanya lembaga 
khusus yang menangani konflik Pemilihan Kepala Desa, sehingga di dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 seharusnya diatur mengenai penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala 
Desa dan lembaga khusus yang menangani perselisihan tersebut. 
Kata kunci: Perkembangan, Pengaturan Hukum, Pemilihan, Kepala desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
